BAB VI

PENUTUP

Dalam Bab Penutup, dari rangkaian penulisan skripsi ini penulis
merumuskan beberapa pokok pemikiran sebagai suatu kesimpulan serta saran
yang bermanfaat bagi peranan kolaborasi pemerintah desa dan Lembaga adat

dalam pembangunan desa didesa nemboramba.

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini peneliti dapat Mengetahui peran pemerintah desa dalam
Melakukan sosialisasi bersama terhadap nilai-nilai atau tradisi budaya yang akan
dilaksanakan dalam bentuk formal maupun informal, dan pemerintah diberi
tanggung jawab merumuskan tentang pembangunan desa dan menetapkan
peraturan desa bersama dan mengetahui peran lembaga adat dalam
bertanggungjawab untuk merawat tradisi dan memberi sangsi adat terhadap yang
melanggar norma adat, sehingga dapat diteguhkan dengan Adanya pertemuan
formal dan informal, Adanya Sosialisasi bersama tentang program pembangunan
desa dan pelaksanaan perdes, dan pemerintah desa diberi tugas untuk
merumuskan rencana pembangunan dan lembaga adat diberi tugas untuk

menggerakan masyarakat.

Dapat dilihat bahwa Pembangunan merupakan suatu proses, yang artinya
bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan,
tanpa mengenai batas akhir meskipun dalam pelaksanaan perencanaannya

berdasarkan atas skala prioritas dan tahapan-tahapan tertentu.
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Pembangunan juga merupakan usaha-usaha yang dilakukan dengan
motivasai dasar, sasaran dan tujuan yang jelas dan rasional, atau dengan kata lain
tidak hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran emosional. Pembangunan itu baik
dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya, dan membuahkan suatu
perubaan dan hasil bagi masyarakat luas yaitu suatu bentuk cara hidup yang lebih
baik dan lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya, termasuk prospek

pengembangan potensi dan sumber kehidupan di masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini menjadi pedoman arah
pembangunan Desa Nemboramba ke depan sehingga dapat terwujudnya kualitas
SDM berbasis keunggulan dan kemandirian sesuai cita-cita masyarakat Desa

Nemboramba yang tertuang dalam Visi dan Misi Desa.

Pelaksanaan kegiatan didesa nemboramba selalu melaksanakannya dengan
pertemuan formal maupun informal dikarenakan semua masyarakat desa
Nemboramba harus mengetahui jelas Perencanaan Pembangunan desa dan juga
rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Desa, bukan semata-mata
disebabkan oleh internal Desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro
baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah.
Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan
identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat

signifikasinya secara partisipatif.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan
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masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
PemerintahDesa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
PemerintahDesa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD
Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat
Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta
menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

6.2 Saran

Berdasarkan pengelaman peneliti diharapkan turun langsung kelokasi dan
melihat langsung kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan, agar
peneliti lebih jelas dan juga pelajaran bagi peneliti bagaimana cara mengolah desa

dan lebih teliti pada bagian pembangunan desa.
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Membangun suatu desa sangat tidaklah mudah, semua perencanaan desa
harus direncanakan dengan baik, dan juga tidak terlepas dari adat dan budaya, jadi
segala kegiatan yang dilakukan pemerintah desa haruslah dimusyawarakan
dengan masyarakat dan dibicarakan terlebih dahulu pada lembaga adat, agar apa
yang direncanakan pemerintah desa dalam pembangunan desa, bisa berjalan

dengan baik dan tidak ada halangan apapun.
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